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tentang pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 

mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan terhadap  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 66/PUU-XI/2013 

tentang pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 24/PUU-XI/2014 

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 

perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 79/PUU-XI/2014 

tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-

XIV/2016 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara Tahun 2015. 

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia,  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 

tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam 

Perkara Pidana. 
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